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Seandainya seminar sejenis itu sudah berlangsung lima kali, maka kami bermaksud
menggenapkannya menjadi enam di penghujung tahun. Untuk menjadi, sesuai
tempatnya di Borobudur, ruang kontemplasi guna menutup kerja kita selama tahun 2016
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MODEL REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG

Dr. Prasetyo Isbandono, M.Si
Agus Prastyawan, S.Sos, M.Si

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas lImu Sosial & Hukum, Universitas negeri
Surabaya
email : agusprastyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Revitalisasi pasar adalah upaya menjadikan pasar semakin lebih baik untuk
meningkatkan daya tarik pasar tradisional terhadap konsumen yang pada akhirnya akan
berdampak pada peningkatan kesejahtreraan para pedagang. Akan tetapi, kebijakan
pemerintah daerah seringkali setengah-tengah dengan kebijakan yang tidak berpihak
kepada pedagang. Revitalisasi seharusnya bagian dari usaha memperbaiki pelayanan
dan kenyamanan di areal pasar, bukan sekedar mengubah wajah (bangunan) pasar
tradisional menjadi sesuai dengan keinginan pemerintah daerah, apalagi sampai
menghilangkan arsitektur bangunannya dan keunikannya.

Kata Kunci : Revitalisasi, Pasar Tradisional, Pedagang
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1. Latar Belakang

Eksistensi Pasar tradisional merupakan cerminan dari keberadaan kehidupan
sosial di dalam satu area. Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kebudayaan di
Indonesia, dimana didalamnya terdapat manifestasi ekspresi perilaku dan nilai yang
melekat dalam masyarakat terwujud didalamnya. Keriuhan Intensitas interaksi tawar-
menawar, senda-gurau dalam pasar tradisonal tidak akan ditemukan dalam pasar
modern. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat budaya terlihat ketika Pasar
tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli tetapi lebih dari itu pasar tadisional
menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran
penting dalam upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu
bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya.

Pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk
kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil
serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri
rakyat). Jumlah mereka adalah puluhan juta dan sangat menyandarkan hidupnya kepada
pasar tradisional. Pasar tradisional adalah wadah untuk mendapatkan berbagai keperluan
dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air. Mereka bisa mendapatkannya
dengan harga yang terjangkau. Pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam
kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi domestik. Dalam
menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional
seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi obyek monitoring
para ahli statistik setiap bulannya.

Interaksi sosial sangat kental terjadi di dalam pasar tradisional. Ini terjadi
karena mekanisme transaksinya menggunakan metode tawar menawar. Selain itu, para
pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen) dapat secara langsung berkomunikasi
dan saling mengenal lebih jauh, bukan hanya menyangkut barang yang diperdagangkan
tetapi juga menyangkut hal lainnya. Termasuk tentang budaya masing-masing yang
terkait dengan jenis masakan dan cara berpakaian. Di pasar tradisional telah berkumpul
dan berinteraksi dengan damai para anggota masyarakat dari ragam latar belakang suku
dan ras, mulai dari Keturunan Arab, Cina, Batak, Padang, Sunda, Jawa, Madura, Bugis
serta lainnya.

Pasar tradisional merupakan kumpulan para entrepreneur dan calon
entrepreneur yang pada umumnya menggunakan modal sendiri dalam memulai
usahanya, pada waktu krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, para
pedagang kelas menengah ke bawah justru mampu bertahan menghadapinya bila
dibandingkan dengan para pengusaha besar. Melihat kemampuannya menghadapi
terjangan Krisis tersebut, Kementerian Perdagangan akan melakukan pembangunan dan
merevitalisasi pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan (TP) untuk 272 pasar pada
2017, di mana secara keseluruhan pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 pasar
setiap tahun. Tercatat, jika pembangunan pasar rakyat sesuai dengan skema rencana
pemerintah, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir 2016 ini
sudah melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar sebanyak 1.880 pasar rakyat.
(https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/10/18/090813262/kemendag-revitalisasi-272-
pasar-pada-2017)

Ruh revitalisasi memang sebenarnya bersifat positif, baik bagi pedagang lama,
pedagang baru (akan terjadi peluang kesempatan kerja baru) maupun bagi pemerintah
daerah setempat. Revitalisasi pasar merupakan jawaban atas tuntutan perubahan jaman
yang merupakan bagian dari kebijakan baru pengelola pasar tradisional dalam
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menghadapi pesatnya perkembangan pasar modern, kondisi pasar yang memprihatinkan
serta tuntutan konsumen. Akan tetapi di berbagai daerah, agenda revitalisasi tersebut
banyak menuai kecaman atau penolakan. Salah satu contohnya adalah, agenda
revitalisasi di Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo Malang. Para pedagang menolak atau
memboikot agenda revitalisasi tersebut dikarenakan mereka sebagai subyek dan
pemangku kepentingan tidak dilibatkan oleh DPRD Kota dan Pemerintah Kota dalam
proses revitalisasi tersebut.

Bentuk penolakan para pedagang tersebut biasanya mereka melakukan
perlawanan dengan membentangkan poster atau baliho yang berisi penolakan serta
kecaman terhadap walikota beserta anggota DPRD Malang di depan pasar,
mengirimkan surat keberatan ke gubernur Jawa Timur serta ke pemerintah pusat.
Sampai saat inipun belum ada titik temu atau kesepakatan antara pengembang,
pemerintah kota serta para pedagang tentang agenda revitalisasi tersebut. Para pedagang
di Pasar Blimbing yang berjumlah sekitar 2000 orang saat itu diliputi perasaan cemas,
berdasarkan pada berbagai kasus yang terjadi jika ada konflik antara pedagang pasar
dan pemerintah atau investor, pasar itu akan “terbakar” secara misterius, para pedagang
mulai melakukan pola pengamanan tertutup untuk mewaspadai kemungkinan
pembakaran itu (Kompas, 4 November 2010).

Fenomena seperti ini lazim terjadi di negara dunia ketiga dimana mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan melalui pembuatan produk kebijakan pembangunannya
cenderung menguntungkan kelompok-kelompok yang sudah lebih stabil serta mapan
secara ekonomi (Mc.Auslan, 1986). Dalam konteks pembangunan di daerah, selama ini
peran pemerintah daerah cenderung lebih dominan dibandingkan dengan aktor lainnya
(swasta dan masyarakat). Hasil studi dari ADB (dalam Utoyo 2010) juga memperkuat
argumentasi diatas, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam skema
IRDA (Indonesian Rapid Decentralization Appraisal). Kondisi ini mengingatkan pada
konsep “Bold-State Model” sebagaimana yang dikemukakan oleh Stillman (Keban,
2004). Dengan demikian ditengarai sektor pemerintah cenderung masih mendominasi
berbagai proses dan produk kebijakan meskipun semua itu dilakukan dengan dalih dan
ditujukan bagi kepentingan publik, yang menurut Kirmanto (2006) pendekatannya
terkesan terlalu bersifat government driven. Dominasi tersebut pada gilirannya
melahirkan pendekatan yang cenderung bersifat birokratis dan rasional dalam suasana
formalisme terhadap berbagai proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan aktor di
luar pemeritahan lokal (bisnis dan civil society) atau dalam bahasa Nugroho (2007)
proses formulasi

2. Model Revitalisasi Pasar Tradisional Berbasis Pedagang

Secara umum hubungan reciprocal atau perilaku saling tolong-menolong antar
pedagang cukup tinggi. Sebagaimana yang terjadi di kota Yogyakarta, jika seorang
pedagang tidak memiliki barang dagangan maka dia dengan mudah akan menjualkan
dagangan milik pedagang lain dimana pembayaran komoditas tersebut baru dilakukan
setelah barang terjual. Selain itu antar pedagang juga tidak segan-segan mencarikan
supplier untuk pedagang yang lain. Bonding network tidak terlalu menonjol kecuali di
pasar Gede yang memiliki akseptabilitas yang tidak terlalu besar terhadap pedagang
non-pribumi. Selain itu pedagang di pasar tersebut juga lebih memilih mendapatkan
pembeli dari masyarakat lokal yang memiliki kesamaan latarbelakang suku dan budaya
(Balitbang Kementerian PU, 2011)
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Keberadaan pasar tradisional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pasar tradisional merupakan
warisan budaya bangsa, tempat berlangsungnya aktivitas jual-beli yang sarat dengan
nilai-nilai lokal seperti : keramahan masyarakat dalam bertegur-sapa dan riuhnya
interaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Namun, berkembangnya
sebuah kota yang hanya dilandasi kepentingan ekonomi, membawa arah pembangunan
yang mekanistis dan kota menjadi tidak manusiawi, imbasnya terlihat pada pengelolaan
pasar tradisional yang semakin terpinggirkan oleh pasar modern, perdagangan hanya
sekedar menjadi tempat jual-beli dan kita terjebak dalam modernisasi yang mematikan
budaya lokal. Keberadaan pasar modern (termasuk laman penjualan online) secara pelan
tapi pasti telah membuat keberadaan pasar tradisional semakin terpuruk pada kurun
waktu tahun 2008 — 2014 (Liu et.all, 2016).

Namun di luar dampak ekonomi dan sosial tersebut, kebijakan menggenjot
keberadaan pasar modern baik di perkotaaan maupun juga di pedesaan menimbulkan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu
konsekuensinya adalah menurunnya tingkat pengunjung pada pasar tradisional yang
pada akhirnya nanti akan meniadakan keberadaan pasar tradisional yang jauh dari kata
nyaman dan aman bila dibandingkan dengan keberadaan pasar modern. Di sisi lain
revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan selama ini hanya berkaitan dengan
masalah fisik pasar, penataan pengelolaannya belum tersentuh. Dengan semakin
meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap prasarana publik dan
pelayanan publik yang baik konsekuensinya harus diikuti dengan meningkatnya harga
jasa-jasa publik tersebut, sementara fakta yang ada berkata sebaliknya. Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Curry (2007; 7) bahwa : “The community’s expectations of its
public sector have never been higher”, Dalam konteks ini adalah keberadaan pasar
tradisional yang keberadaannya saat ini cukup memprihatinkan.

Terbitnya Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan
iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional. Perkembangan pasar
modern membawa ancaman besar bagi pasar tradisional. Meskipun aturan tentang jarak,
zonasi dan batasan-batasannya sudah diatur melalui Peraturan presiden No 112 tahun
2007 (meskipun tidak dikatakan dengan tegas) tetapi kenyataannya tidak terealisasikan
dengan baik. Bahkan keberadaan pasar tradisional berhimpitan dengan pasar modern.
Toko-toko di pasar tradisional menjadi tampak sepi dan menjadi tempat tumpangan
lewat para konsumen yang hendak belanja ke pasar modern. Akibatnya banyak
pedagang gulung tikar. Oleh karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas
dan tegas untuk menyelamatkan pasar tradisional agar bisa menambah daya saing
terhadap pasar modern.

Kondisi perekonomian Indonesia seperti saat ini dimana pertumbuhannya
sangat tergantung pada sektor jasa dan industri, fungsi ruang sangat mudah berubah
mengikuti kepentingan ekonomi, terutama melalui kebijakan pemerintah di bidang
investasi yang cenderung tunduk kepada kehendak pasar. Konflik kepentingan atas
lokasi-lokasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi kerap terjadi antara swasta dan
masyarakat, atau terkadang juga antara masyarakat dan pemerintah yang berkolusi
dengan swasta. Tidak jarang memang sikap pemerintah yang terlalu mengakomodasi
keinginan para pengusaha dalam memilih lokasi investasi yang ditandai kecenderungan
memusat di daerah-daerah tertentu yang kadangkala harus dibayar dengan munculnya
persoalan-persoalan sosial dan lingkungan di lokasi-lokasi tersebut.
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Kondisi tersebut pada gilirannya telah menghasilkan perilaku birokrasi yang
cenderung memihak pada kepentingan tertentu, dibandingkan dengan kepentingan
maupun masalah-masalah yang secara riil dihadapi oleh publik. Birokrasi seharusnya
bisa menjadi sebuah sistem yang luar biasa apabila mampu di daya-gunakan untuk
memajukan kesejahteraan rakyat. Namun yang saat ini terjadi justru sebaliknya. Dalam
konteks ini masalah riil yang dihadapi oleh publik (pedagang pasar tradisional) adalah
pesatnya pertumbuhan pasar modern sebesar 31,4%, sementara pasar tradisional tingkat
pertumbuhannya — 8,1% (AC Nielsen, 2004).

Pesatnya pertumbuhan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak yang
berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola
secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap dan nyaman. Di sisi lain, pasar
tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang
profesional dan ketidak-nyamanan berbelanja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Dwiyanto (2006) bahwa banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi
publik muncul karena ketidak-puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima dari organisasi publik.

Terlebih sekarang konsep yang dipakai oleh pihak pasar modern seperti
hypermarket dan sejenisnya menggunakan konsep “one stop shooping”, dimana mereka
juga menyediakan restoran (food centre) sebagai sarana para keluarga yang berbelanja
sembari makan malam (Herbst, 2007). Kebutuhan tersebut sebagai reaksi atas tekanan
pelanggan yang menginginkan adanya perubahan yang menyebabkan pemilik modal
besar mengambil tindakan tersebut (Stehr, 2010). Hal senada juga diungkapkan oleh
Dietsch (2010) yang mengatakan bahwa reditribusi yang obyektif pada umumnya tidak
terdapat pada benak pikiran para ekonom ataupun politikus ketika mereka berbicara
tentang desain institusional. Ditambah lagi selama ini, pendirian dan operasional pasar
modern seperti minimarket, supermarket, hingga hipermarket sudah melanggar banyak
peraturan dan perundang-undangan.

Dari perspektif ekonomi, pasar sebagai salah satu lembaga untuk penciptaan
lapangan kerja dan pemberdayaan pengusaha golongan ekonomi lemah yang berusaha
dan beraktivitas sebagai pedagang kios, pedagang lapak dan pedagang kaki lima di
pasar tradisional tersebut. Dari 13.400 pasar tradisional yang terdapat di seluruh
Indonesia, terserap tenaga kerja yang berusaha sebagai pedagang kecil 12,6 juta orang
(APPSI Jatim). Selain itu, pasar tradisional juga berfungsi menyerap tenaga kerja yang
bekerja memasok barang dagangan untuk dijual kepada pedagang di pasar tradisional
tersebut.

Ketika negara dalam hal ini instansi pengelola pasar tradisional dimana salah
satu tujuannya adalah untuk menunjang perekonomian nasional, maka guna
mempercepat proses revitalisasi pasar-pasar tradisional dibutuhkan juga peran dari
pemerintah daerah dalam mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk
pemberdayaan pasar tradisional; meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola
pasar tradisional; memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi
pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi;
memberdayakan pusat perbelanjaan dan pasar modern dalam membina pasar
tradisional; dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional (Siaran Pers Kementerian
Perdagangan, 2010).

Praktek renovasi dan revitalisasi pasar selama ini kebanyakan mengatas-
namakan pedagang dan tak jarang melalui penunjukkan langsung, menurut Asosiasi
Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pemerintah seringkali “mengkhianati”
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pedagang lama. Pengalaman selama ini renovasi hanya kedok untuk menyingkirkan
pedagang-pedagang yang sudah berjualan disana, Jika keadaan ini dibiarkan maka
dampaknya akan muncul secara luas. Tetapi tidak semuanya program revitalisasi
tersebut berekses negatif, terdapat beberapa pasar tradisional di beberapa kota yang
telah berhasil di-revitalisasi tanpa penolakan, bahkan justru mendapat dukungan dari
para pedagangnya seperti di Pasar Klithikan Solo dan Pasar Beringharjo Jogjakarta.

Kunci keberhasilan Pemkot Solo dalam me-revitalisasi 15 pasar tradisional di
Solo yang tanpa melibatkan investor adalah dengan mengajak dialog para pedagang
sebagai perwujudan hak sebagai warga negara (Akortor, 2011) sebelum program
revitalisasi tersebut dijalankan dan mengingat masyarakat (pedagang) sesungguhnya
memiliki pengetahuan yang luas tentang kondisi daerahnya (Mustalahti &
Rakotonarivo, 2014).. Dalam dialog tersebut Pemkot Solo menempatkan para pedagang
pasar tradisional sebagai mitra dalam proses revitalisasi. Para pedagang diberi
pemahaman beberapa alasan mengapa diperlukan revitalisasi yang diambilkan dana dari
APBD tersebut dan pedagang diminta untuk memberikan masukkan terhadap konsep
pasar yang diinginkan, sehingga terjadi titik temu antara harapan pada kedua belah
pihak dan kemampuan Pemkot Solo untuk mewujudkannya.

Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta juga menuai keberhasilan dalam
merevitalisasi Pasar Beringharjo yang juga tanpa melibatkan investor atau pihak ketiga.
Para pedagangnya dan pemerintah setempat sepakat untuk mendanai sendiri (Swadaya)
program revitalisasi tersebut, caranya adalah pedagang yang bermodal besar menalangi
terlebih dahulu, kemudian mekanisme pelunasannya dilakukan secara bertahap pada
tiap bulannya. Mekanisme swadaya ini terbukti efektif dan tidak menimbulkan ekses
negatif apapun. Disamping beberapa keberhasilan dalam program revitalisasi pasar
tradisional tersebut, beberapa pasar tradisional di daerah lain mengalami kegagalan.
Contohnya di Pasar Kosambi Bandung yang sempat ditasbihkan menjadi pasar
tradisional terbaik se-Asia Tenggara, sekarang keadaannya berbanding 180°. Basement
yang digunakan sebagai areal parkir bisa dibilang gelap gulita. Septictank tidak tersedia,
sehingga semua limbah cair pasar langsung dibuang ke pipa yang terus mengalir ke
riool. Akibatnya, saat pipa tersumbat, air menggenang di basement pasar. Lantai dua
hingga enam tidak berpenghuni karena para pedagangnya angkat kaki setelah toko sepi
akibat pembeli enggan berbelanja di pasar yang tidak nyaman lingkungannya.
Kegagalan ini disinyalir akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah
setempat dengan para pedagang.

Pemerintah Kota Surabaya-pun juga mengalam kegagalan dalam merevitalisasi
beberapa pasar tradisional di Surabaya yaitu : Pasar Blauran, Pasar Keputran dan Pasar
Turi. Rencana pemkot untuk merelokasi Pasar Keputran ke Pasar Induk Puspa Agro
tidak berjalan dengan mulus, masih banyak pedagang Pasar Keputran lama yang
kembali berjualan di pedestrian jalan. Alasan mereka cukup Klasik, takut kehilangan
pelanggan atau jumlah pembeli tidak sebanyak ketika di Pasar Keputran serta
ketidakmampuan mereka untuk membeli stand yang baru. Kemudian pada kasus
pembangunan pasar Turi setelah terbakar, sampai saat ini masih membingungkan
pedagang didalamnya karena belum ada kepastian hak mereka setelah bangunan
direnovasi. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara
pemerintah kota, investor dan pedagang tidak berjalan dengan baik.

Keterlibatan pedagang sebagai salah satu stakeholder dan transparansi
merupakan prinsip dasar demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Peraturan daerah
sebagai peraturan tertinggi di daerah mengikat baik eksekutif maupun legislatif. Derajat
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keterbukaan, partisipasi warga serta orientasi kepada pelayanan publik dalam proses
penyusunan peraturan daerah (Perda) akan mencerminkan sejauhmana kemauan politik
eksekutif maupun legislatif daerah dalam menjalankan tata kepemerintahan yang baik di
daerah.

Konsep revitalisasi pasar tradisional selama ini hanya mengedepankan
pembangunan secara fisik semata, tidak menyentuh pembenahan kemampuan dan
manajemen pedagang. Asumsi pemerintah selama ini kondisi fisik pasar tradisional
lekat dengan ketidak-teraturan, kumuh dan tidak nyaman. Sedangkan O’Hara (dalam
Akortor, 2011) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan  bahwa pejabat
pemerintah daerah beserta anggota DPRD harus selalu melibatkan warga lokal dalam
mengidentifikasi kebutuhan mereka, bukan hanya membuat asumsi belaka.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik masyarakat lokal
(pedagang) jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dimana mereka yang
akan merasakan dampak kebijakan tersebut. Sangat sedikit lagi produk kebijakan yang
melibatkan partisipasi masyarakat lokal, sehingga pada akhirnya kebijakan yang telah
diambil tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan
pemerintah setempat. Tidak jarang sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah daerah tersebut merupakan “titipan” atau “arahan” dari pemerintah pusat,
bahkan Chandler (dalam Leach & Smith, 2001) menyebut pemerintah daerah sebagai
agen administratif lokal atau “pelayan” bagi pemerintah pusat daripada sebagai lembaga
pembuat kebijakan. Pemerintah daerah lebih tunduk pada pemerintah pusat dan kurang
terbuka terhadap masukan dari masyarakat lokal. Dengan merujuk pada kasus Afrika
dapatlah dikemukakan bahwa negara (pemerintah) adalah sumber utama kegagalan
pembangunan yang terjadi. Pemerintahan yang besar (Big government) telah menjadi
sumber bagi terciptanya pemerintahan yang buruk (bad government) yang dimaknai
sebagai pemerintahan yang tidak representatif dan sistem non pasar yang tidak efisien
(Weiss, 2000).

Pedagang di pasar tradisional di Bangkok selama 3 atau 4 dekade terakhir
merasakan pahitnya era globalisasi, dimana pemerintah setempat memberikan
kebebasan kepada perusahaan transnasional investor asing bermodal besar masuk dalam
dunia perdagangan dengan sistem manajemen yang lebih modern dan inovatif,
bertekhnologi tinggi yang berdampak pada penutupan usaha para pedagang tradisional
(Wongleedee, 2015). Di sisi lain minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki
pedagang dan pengelola pasar akan perubahan selera masyarakat, perubahan gaya hidup
konsumen yang selalu berubah-ubah mengikuti waktu, kurangnya kemampuan
pedagang dalam memberikan pelayanan serta cara memajang dagangan yang masih
konvensional serta kurang mempromosikan dagangannya turut berperan serta dalam
menurunnya pendapatan mereka.

Revitalisasi pasar tradisional tidak hanya semata pembenahan fisik semata,
melainkan juga pembenahan infrastrukturnya, seperti penataan zona parkir yang selama
ini kurang memadai, perawatan gedung dan penertiban stand-stand yang melampaui
batas peletakan daganganya. Terdapat korelasi antara perilaku pembelian terhadap
infrastruktur tersebut. Banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan
akan berdampak pada pembelian kembali di pasar yang sama serta mereka akan
merekomendasikan pasar tersebut ke orang lain. Faktor-faktor inilah yang belum
terpikirkan oleh para pembuat kebijakan (anggota DPRD) serta pejabat pemerintah
dalam merevitalisasi pasar tradisional. Mereka jarang melibatkan masyarakat dan
pedagang dalam proses revitalisasi tersebut, harapan mereka cukup sederhana, yaitu
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dilibatkan dalam proses perencanaan karena mereka sendirilah yang mengetahui secara
pasti tentang bagaimana sebuah pasar tradisional berinteraksi dengan pelanggannya.

Apabila sebuah pasar tradisional dikelola secara baik dan benar dengan
melibatkan pedagang, akan memberikan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun dari
manca negara, seperti pasar apung di Thailand maupun di Kalimantan Selatan. Produk-
produk yang di jual di pasar tematik tersebut mencerminkan kearifan budaya lokal serta
produk home industri di daerah tersebut sekaligus sebagai ajang promosi gaya hidup
masyarakat setempat (Wongleedee, 2015), di samping tentunya juga akan meningkatkan
pendapatan warga lokal tersebut yang pada akhirnya akan juga memberikan kontribusi
pada peningkatan PAD.

3. Kesimpulan
Model revitalisasi pasar tradisional yang memfokuskan pada pengembangan

sinergi antara negara, masyarakat bisnis dan civil society yang dilandasi pada kapasitas
untuk membangun konsensus, bekerja-sama dan saling akomodatif yang dilandasi oleh
relasi saling kesetaraan niscaya akan membuahkan hasil yang optimal sesuai dengan
tujuannya meningkatkan kesejahteraan pedagang serta juga sebagai ajang promosi
kearifan budaya lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD suatu daerah.
Diperlukan adanya ”good will” dari pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk
melibatkan dan mengakomodir berbagai masukkan yang konstruktif dari pedagang guna
keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional. Banyak kasus yang terjadi ketika
sebuah program revitalisasi yang dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat dan
pedagang yang ditemui hanyalah sebuah bangunan baru yang nyaman dan megah tanpa
adanya interaksi jual-beli antara penjual dan pembeli.
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